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Abstract: This Gescriptive qualitative stuG\ aims to look at the application 
of  the mus\arakah on BMT “X” as well as a review of  allegiance against 
the stanGarGs that have been set. This stuG\ uses two Gata sources. The 
source of  primar\ Gata obtaineG through interviews anG observations 
that occur in BMT, whereas the comparison Gata comes from the librar\ 
of  the MUI Fatwa anG PSAK No. 106 (Mus\arakah). The conclusion this 
research inGicates that the BMT “X” has not been full\ able to implement 
mus\arakah contract accorGing to the rules. There are some practices 
that are still not perfect. The existence of  some part of  the MUI Fatwa 
anG PSAK which are not in line \et, so there is still some confusion that 
happens on the practice.

Ke\words: Musyarakah,� PSAK,� MUI� Fatwa,� Assets� Valuation,� Tangible�
Assets,�Intangible�Assets.

________________________________________________________

Abstrak: Penelitian Geskriptif  kualitatif  ini bertujuan untuk melihat 
penerapan akaG musyarakah paGa BMT “X” serta mengkaji kepatuhann\a 
terhaGap stanGar-stanGar \ang telah Gitetapkan. Penelitian ini 
menggunakan Gua sumber Gata. Sumber Gata primer GiGapat melalui 
wawancara Gan pengamatan \ang terjaGi Gi BMT, seGangkan Gata 
pembanGing berasal Gari kepustakaan \ang berupa Fatwa MUI Gan PSAK 
No. 106 (Musyarakah). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 
BMT “X” belum sepenuhn\a Gapat menerapkan akaG musyarakah sesuai 
Gengan aturan. TerGapat beberapa praktik \ang masih belum sempurna. 
AGan\a beberapa bagian fatwa MUI Gan PSAK \ang belum sejalan, 
sehingga masih ban\ak kerancuan \ang terjaGi paGa praktik Gilapangan.

Kata Kunci: Musyarakah, PSAK,�Fatwa�MUI,�Penilaian�aset,�Aset�berwujud,�
Aset�tidak�berwujud.
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A. PENDAHULUAN 

Kata musyarakah� berasal Gari kata syirkah� \ang menurut bahasa berarti 
percampuran. SeGangkan menurut istilah syirkah berarti kerja sama antara Gua orang 
atau lebih Galam berusaha \ang keuntungan Gan kerugiann\a Gitanggung bersama.1 
dengan Gemikian musyarakah� Gapat Giartikan sebagai kesepakatan antara Gua 
orang atau lebih untuk menggabungkan moGal Galam melakukan kegiatan usaha. 
Peleburan Gilakukan seGemikian rupa sehingga tiGak aGa pemisahan harta antara 
pihak satu Gengan lainn\a,karena menjaGi tanggungjawab bersama maka sebagai 
konsekuensin\a keuntungan, maupun kerugian akan Ginikmati atau Gitanggung 
bersama-sama. MoGal Gapat Giberikan berupa Gana, barang, keahlian, kepemilikan, 
atau lainn\a \ang Gapat Ginilai Gengan uang.

dalam penerapan akaG musyarakah, Lembaga Keuangan S\ariah (LKS) 
bersepakat untuk melebur sebagian asset \ang Gimiliki bersama-sama Gengan 
nasabah untuk melaksanakan suatu usaha tertentu. Hasil usaha tersebut akan 
Gibagi antara LKS Gan nasabah berGasarkan persentase kontribusi \ang Giberikan, 
baik \ang secara kas maupun non kas. Praktik seperti itu biasan\a Gikenal Gengan 
istilah bagi hasil.

Guna memberikan rasa aman bagi semua pihak \ang berhubungan Gengan 
praktikmusyarakah ini, dewan S\ari’ah Nasional (dSN) \ang merupakan bagian Gari 
Majelis Ulama InGonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI No. 8/dSN-MUI/
IV/2000. di Galam Fatwa tersebut telah Gibahas tentang semua \ang berhubungan 
Gengan musyarakahmulai� dari� ijab� qabul,� spesiÀkasi� modal,� pembagian� kerja,�
hingga keuntungan Gan kerugian \ang harus Gitanggung oleh semua pihak. Untuk 
mengakomoGasi transaksi musyarakah,Ikatan Akuntansi InGonesia (IAI) telah 
mengeluarkan Pern\ataan StanGar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 paGa 
tahun 2007 \ang mengatur secara rinci tentang akuntansi transaksi musyarakah. 
Fatwa MUI no 8/dSN-MUI/IV/2000 ini tentun\a menjaGi salah satu lanGasan 
terbentukn\a PSAK 106 tentang musyarakah.

Baitul�Maal�wa�Tamwil�(BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro 
\ang membawa nama s\ariahGalam kegiatan operasionaln\a. dalam operasional 
usaha, paGa Gasarn\a BMT hampir mirip Gengan perbankan \aitu melakukan 
kegiatan penghimpun Gana Gari mas\arakat. Biasan\a target nasabah BMT berasal 
Gari mas\arakat kalangan menengah kebawah untuk peningkatan kualitas usaha 
ekonomi mikro \ang Gijalankan. Namun Gisa\angkan, tiGak seGikit BMT \ang 
menjalankan prinsip s\ariah seaGan\a tanpa mencoba untuk berjalan Gialur \ang 

1https://chellme.blogspot.com/2011/11/pengertian-s\irkah.html Giakses 14 November 2016
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seharusn\a2, sehingga timbul persepsi bahwa BMT han\a sekeGar ganti nama 
Gari BPR konvensional. Fokus tulisan ini akan melihat  akaG musyarakah� BMT 
“X” suGah benar-benar bisa mengimplementasikan sesuai Gengan lanGasan Gan 
mengaplikasikan akuntansi musyarakahberGasarkan PSAK 106, Gan singkronisasi 
PSAK 106 Gengan Fatwa MUI Nomor 08.

B. LANDASAN TEORI

1. Akad

dalam arti \ang luas, akaG Gapat Giartikan sebagai ikatan antara beberapa 
pihak. AkaG menurut terminologi hukum Islam \aitu pertalian antara pen\erahan 
(ijab) Gan penerimaan (qabul) \ang Gibenarkan oleh s\ariah, \ang menimbulkan 
akibat hukum tehaGap objekn\a3. Ijab Gan qabul senGiri merupakan ungkapan \ang 
Gapat menunjukkan kerelaan Gan keriGaan keGua pihak untuk melakukan kontrak 
atau kesepakatan. Ijab� Gan qabul Gapat GiwujuGkan Galam berbagai bentuk, bisa 
Gilakukan lewat ucapan, tinGakan, is\arat, ataupun koresponGensi. dilakukan 
Gengan cara apapun, akaG tetap sah, \ang terpenting Gapat merepresentasikan 
maksuG Gan tujuan akaG tersebut.

Setiap akaG \ang Gibentuk oleh pihak \ang melakukan transaksi akan 
memunculkan hak Gan kewajiban Gi antara pihak \ang mengikat. dengan Gemikian 
tiGak boleh aGa pihak \ang bertinGak sesukan\a tanpa mengikuti akaG \ang telah 
Gitetapkan.

2.� Musyarakah

Musyarakahmerupakan istilah \ang sering Gipakai Galam konteks skema 
pembia\aan s\ariah. Istilah ini lebih terbatas Gari paGa istilah syirkah� \ang lebih 
umum�digunakan�dalam�Àqh�islam.�Syirkah�secara umum berarti mencampurkan, 
namun�terdapat�perbedaan�pendapat�di�kalangan�ulama.Menurut�mazhab�HanaÀ,�
syirkah� aGalah suatu ungkapan tentang akaG (perjanjian) antara Gua orang \ang 
berserikat Gi Galam moGal Gan keuntungan.SeGangkan mazhab Maliki menjelaskan, 
syirkah� aGalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keGuan\a beserta Giri 
mereka; \akni setiap orang \ang berserikat memberikan persetujuan kepaGa teman 
serikatn\a untuk melakukan tasarruf terhaGap harta keGuan\a Gisamping masih 
tetapn\a hak tasarruf� bagi� masing-masing� peserta.� Mazhab� SyaÀ’i� memberikan�
pengertian syirkah�menurut s\ara’, \aitu suatu ungkapan tentang tetapn\a hak atas 

2Ilmi, Makhalul SM, Teori�dan�Praktik�Lembaga�Mikro�Keuangan�Syari’ah:�Beberapa�Permasalahan�dan�Alternatif, 
(yog\akarta,UII Press, 2002).

3Nurha\ati, Sri Gan Wasilah, Akuntansi�Syariah�di�Indonesia, ( Jakarta, Salemba Empat, 2008).
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suatu barang bagi Gua orang atau lebih secara besama-sama. di sisi lain, mazhab 
Hambali men\ebutkan bahwa syirkah�aGalah berkumpul atau bersama-sama Galam 
kepemilikan atas hak atau tasarruf.4

Meskipun rumusan \ang Gikemukakan setiap mazhab secara reGaksional 
berbeGa, namun paGa intin\a sama. Pengertian syirkah� aGalah suatu akaG atau 
perjanjian antara Gua pihak atau lebih untuk bekerja sama Galam suatu kegiatan 
usaha, \ang moGal Gan keuntungann\a Gimiliki Gan Gibagi bersama kepaGa semua 
pihak \ang berserikat.

3. Rukun S\irkah

Rukun S\irkah atau musyarakah aGalah:
a.� Sighat�atau ijab qabul.
 Ini harus Giucapkan oleh keGua pihak atau lebih \ang menunjukkan kemauan 

mereka, Gan terGapat kejelasan tujuan mereka Galam melakukan sebuah 
kontrak.

b. Pihak \ang bertransaksi.
 S\arat bagi pihak atau mitra \ang melakukan kontrak musyarakahaGalah harus 

kompeten Galam memberikan atau Giberikan kekuasaan perwakilan.
c. Objek transaksi (moGal Gan kerja)
 MoGal \ang Giberikan harus berupa uang tunai atau juga berupa aset-aset. 

4. S\arat S\irkah

Secara umum, akaG syirkah� akan Gikatan sah jika memenuhi beberapa 
pers\aratan sebagai berikut.
a. AkaG syirkah�harus bisa menerima perwakilan.

Setiap mitra merupakan wakil Gari \ang lain, karena masing-masing menGapat 
izin Gari pihak lain untuk menjalankan perann\a. Pekerjaan \ang aGa Galam syirkah�
pun harus bisa Gibagi sesuai kesepakatan, sehingga masing-masing pihak memiliki 
kontribusi.
b.� Keuntungan�bisa�dikuantiÀkasikan,�sehingga�masing-masing�mitra�mendapat�

bagian \ang jelas Gari hasil keuntungan.
c. Penentuan bagi hasil (keuntungan) tiGak bisa Gisebutkan Galam jumlah 

nominal \ang pasti, karena hal ini akan bertentangan Gengan konsep syirkah�
\ang berbagi Galam keuntungan Gan risiko atas usaha \ang Gijalankan.

4http://www.trenGilmu.com/2015/11/Pengertian.LanGasan.Rukun.Gan.S\arat.S\irkah.html# Giakses 
14 nopember 2016
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5. Penilaian Aset

Penilaian aset Galam akuntansi aGalah proses penentuan jumlah rupiah untuk 
menentukan makna ekonomi Gari suatu aset \ang akan Gisajikan Galam Laporan 
Keuangan. Konsep penilaian berkaitan Gengan masalah penentuan makna \ang ingin 
Gisampaikan paGa pemakai laporan terhaGap aset \ang bersangkutan. Penilaian aset 
ini bisa juga Gigunakan ketika terjaGin\a penggabungan Gua perusahaan atau Gua 
orang \ang ingin bekerjasama seperti haln\a musyarakah. Hal ini mengakibatkan 
Giharuskann\a untuk Gilakukann\a penilaian terhaGap aset-aset \ang akan Gigunakan 
selama kerjasama. dipanGang Gari suGut ujuGn\a, aset bisa Gibagi Galam Gua 
kelompok, \aitu asset berujuG Gan asset tiGak berujuG. Penilaian aset berujuG Giatur 
oleh PSAK no. 16 5 Gan penilaian aset tiGak berujuG Giatur oleh PSAK no. 19 6

6. Standar Akuntansi

Untuk mempermuGah pelaksanaan Gan pencatatan akaG musyarakah,Ikatan 
Akuntan InGonesia telah mengeluarkan PSAK no. 106. dalam PSAK no 106 ini telah 
Giatur stanGar-stanGar \ang Gibentuk Gan Gigunakan untuk melakukan pencatatan 
atas akaG musyarakah.

7. Fatwa DSN-MUI

Majelis Ulama InGonesia (MUI) membentuk dewan S\ariah Nasional (dSN) 
\ang bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam, sesuai Gengan 
s\ariah Islam \ang menjaGi tolak ukur bagi praktik ekonomi s\ariahGan non-s\ariah 
Galam mencapai keselarasan. Salah satu tugas pokok dSN aGalah mengkaji, menggali, 
Gan merumuskan nilai Gan prinsip-prinsip hukum Islam (s\ariah) Galam bentuk 
fatwa untuk GijaGikan peGoman Galam kegiatan transaksi Gi Lembaga Keuangan 
S\ariah. dSN mempun\ai langkah-langkah tersenGiri Galam menetapkan fatwa-
fatwa berkaitan Gengan konGisi sekarang ini. Salah satu s\arat menetapkan fatwa 
aGalah harus memenuhi metoGologi (manhaj) Galam berfatwa, karena menetapkan 
fatwa tanpa menginGahkan manhaj termasuk \ang Gilarang oleh agama.
a. Fatwa dSN No.08/dSN-MUI/IV/2000 tentang MUSYARAKAH

Beberapa ketentuan \ang Giatur Galam fatwa ini antara lain sebagai berikut:
1) Pern\ataan ijab Gan qabul harus Gin\atakan oleh para pihak untuk menunjukkan 

kehenGak mereka Galam mengaGakan kontrak (akaG), Gengan memperhatikan 
hal-hal berikut:

5Ikatan Akuntan InGonesia, PSAK�no�16�tentang�Aktiva�Berujud, ( Jakarta, IAI, 2015)
6Ikatan Akuntan InGonesia, PSAK�no�19�tentang�Aktiva�Tidak�Berujud, ( Jakarta, IAI, 2015)
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a) Penawaran Gan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 
kontrak (akaG).

b) Penerimaan Gari penawaran Gilakukan paGa saat kontrak.
c. AkaG Gituangkan secara tertulis, melalui koresponGensi, atau Gengan 

menggunakan cara-cara komunikasi moGern.
2) Pihak-pihak \ang berkontrak harus cakap hukum, Gan memperhatikan hal- 

hal berikut:
a) Kompeten Galam memberikan atau Giberikan kekuasaan perwakilan.
b) Setiap mitra harus men\eGiakan Gana Gan pekerjaan, Gan setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai wakil.
c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah Galam proses 

bisnis normal.
G) Setiap mitra memberi wewenang kepaGa mitra \ang lain, untuk mengelola 

asset Gan masing-masing Gianggap telah Giberi wewenang untuk 
melakukan� aktiÀtas� musyarakah Gengan memperhatikan kepentingan 
mitran\a, tanpa melakukan kelalaian Gan kesalahan \ang Gisengaja.

e) Seorang mitra tiGak Giizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 
Gana untuk kepentingann\a senGiri.

3) Objek akaG (moGal, kerja, keuntungan Gan kerugian)
a) MoGal

(1) MoGal \ang Giberikan harus uang tunai, emas, perak atau \ang 
nilain\a sama. MoGal Gapat terGiri Gari asset perGagangan, seperti 
barang-barang,properti, Gan sebagain\a. Jika moGal berbentuk 
asset, harus terlebih Gahulu Ginilai Gengan tunai Gan Gisepakati oleh 
mitra.

(2) Para pihak tiGak boleh meminjam, meminjamkan, men\umbangkan 
atau menghaGiahkan moGal musyarakah kepaGa pihak lain, kecuali 
atas Gasar kesepakatan.

(3) PaGa prinsipn\a, Galam pembia\aan musyarakah tiGak aGa jaminan, 
namun untuk menghinGari terjaGin\a pen\impangan, LKS Gapat 
menerima jaminan.

b) Kerja
(1) Partisipasi para mitra Galam pekerjaan merupakan Gasar pelaksanaan 

musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 
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s\arat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih ban\ak 
Gari \ang lainn\a, Gan Galam hal ini ia boleh menuntut bagian 
keuntungan tambahan bagi Girin\a.

(2) Setiap mitra melaksanakan kerja Galam musyarakah atas nama 
pribaGi Gan wakil Gari mitran\a. KeGuGukan masing-masing Galam 
organisasi kerja harus Gijelaskan Galam kontrak.

c) Keuntungan
(1)� Keuntungan�harus�dikuantiÀkasi�dengan�jelas�untuk�menghindarkan�

perbeGaan Gan sengketa paGa waktu alokasi keuntungan atau 
penghentian musyarakah.

(2) Setiap keuntungan mitra harus Gibagikan secara proporsional atas 
Gasar seluruh keuntungan Gan tiGak aGa jumlah \ang Gitentukan Gi 
awal \ang Gitetapkan bagi seorang mitra.

(3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu Giberikan 
kepaGan\a.

(4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang Gengan jelas Galam 
akaG.

G) Kerugian
Kerugian harus Gibagi Gi antara para mitra secara proporsional menurut 

saham masing-masing Galam moGal.

4) Bia\a operasional Gan persengketaan
a) Bia\a operasional Gibebankan paGa moGal bersama.
b) Jika salah satu pihak tiGak menunaikan kewajibann\a atau jika terjaGi 

perselisihan Gi antara pihak, maka pen\elesaiann\a Gilakukan melalui 
BaGan Arbitrasi S\ari’ah setelah tiGak tercapai kesepakatan melalui 
mus\awarah.

b. PSAK No. 106 tentang Musyarakah
Beberapa ketentuan Galam PSAK No. 106 \ang perlu Giperhatikan aGalah:

1) Pern\ataan ini Giterapkan untuk entitas \ang melakukan transaksi 
musyarakah.

2) Pern\ataan ini tiGak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi 
s\ariah (sukuk) \ang menggunakan akaG musyarakah.

3) Setiap mitra Gapat meminta mitra lainn\a untuk men\eGiakan jaminan atas 
kelalaian atau kesalahan \ang Gisengaja. 
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4) Keuntungan usaha musyarakah Gibagi secara proporsional atau sesuai nisbah 
\ang Gisepakati. Kerugian Gibebankan secara proporsional.

5) Untuk pertanggungjawaban pengelolaan Gan Gasar penentuan bagi hasil, mitra 
aktif  harus membuat catatan akuntansi \ang terpisah.

C. ANALISIS

1. Akad

a. Tugas Gan Tanggungjawab
Pasal \ang mengatur tentang pembagian tugas antara pihak I Gan pihak II Gi 

Galam akaG berbun\i:

PIHAK PERTAMA sebagai Penanam MoGal Gan PIHAK KEdUA bertugas 
sebagai «NAMA_USAHA», Gengan tugas Gan tanggungjawab sebagai berikut :

1). PIHAK PERTAMA
- Memberikan moGal untuk pengembangan usaha.
- Memantau perkembangan usaha tersebut.
- Mengecek laporan keuangan setiap bulann\a.
- Ikut serta memberikan masukan untuk perkembangan usaha.

2). PIHAK KEdUA
- Mengelola moGal Gari PIHAK PERTAMA Gengan baik.
- Membuat aGministrasi Gan laporan keuangan Gengan bagi hasil 

\ang telah Gisepakati.
- Melaporkan laporan keuangan Gan perkembangan usaha kepaGa 

PIHAK PERTAMA setiap bulan.
- Menentukan strategi pemasaran penjualan

BerGasarkan pembagian tugas masing-masing pihak Gi atas, terlihat bahwa 
pihak I, \akni BMT han\a memiliki satu tugas utama \aitu memberikan moGal 
berupa Gana, seGangkan tugas lain han\a sebagai penGukung agar tiGak terjaGi 
pen\elewengan Gana oleh pihak keGua.

Pembagian tugas tersebut Gi atas, tiGak mencerminkan kebersamaan \ang 
menjaGi konsep Gasar musyarakah. KonGisi ini terlihat Gari isi pembagian tugas 
\ang keban\akan berisi untuk kepentingan BMT sepihak saja. Pihak  BMT  tiGak 
memberikan kontribusi kerja apapun, selain mengawasi jalann\a kerja usaha. 
Pengawasanpun Gilakukan untuk kepentingan BMT senGiri Gengan tujuan 
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mengetahui kela\akan usaha \ang Gijalankan masih paGa jalur \ang Giharapkan atau 
tiGak. Ini GiGasari oleh rasa was-was akan terjaGin\a kemungkinan ketiGaksanggupan 
nasabah Galam mengembalikan moGal tersebut. Timbul kekhawatiran memang 
suatu hal \ang wajar, namun kerja sama bisa menjaGi tiGak sepenuhn\a s\ar’i 
Gisebabkan kurangn\a rasa perca\a terhaGap mitra \ang lain.

Fatwa MUI men\atakan “Setiap mitra harus men\eGiakan Gana Gan pekerjaan, 
Gan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil”. dari isi fatwa tersebut Gapat 
Gipahami bahwa masing-masing pihak akan memberikan kontribusi Galam Gana 
maupun kerja, sehingga semua pihak Gituntut untuk sama-sama ikut serta Galam 
menjalankan usaha ini. TiGak aGa pihak \ang han\a melaksanakan salah satu saja, 
apalagi tiGak berperan sama sekali. Walaupun porsi kontribusin\a tiGak sama, hal 
tersebut tiGak menjaGi masalah, \ang penting aGalah keikutsertaan semua pihak 
GiGalamn\a. Kerjasama \ang Gilakukan sepihak tiGak bisa Gisebut kerjasama karena 
kerja han\a Gitanggung oleh salah satu pihak, bukan secara bersama. Oleh karena 
itu, BMT setiGakn\a Gapat memberikan kontribusi kerja Gengan mengirimkan 
wakiln\a untuk melakukan kegiatan operasional paGa usaha tersebut.

Melihat keaGaan saat ini, ketika semua Bank Gan Lembaga Keuangan Mikro 
berlomba-lomba untuk membuka bisnis s\ariah Gengan Gana Gan sumber Ga\a \ang 
terbatas, mungkin seGikit sulit untuk bisa menerapkankerjasama musyarakah secara 
baik Gan sesuai aturan. Untuk lebih melonggarkann\a, PSAK 106 Galam paragraf  04 
mengatur tentang hal ini \ang berbun\i “Mitra aktif  aGalah mitra \ang mengelola 
usaha musyarakah, baik mengelola senGiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra 
tersebut. Mitra pasif  aGalah mitra \ang tiGak ikut mengelola usaha musyarakah”7. 
dalam praktik, pemilik usaha berperan sebagai mitra aktif  \ang mengelola usaha 
seGangkan BMT sebagai mitra pasif. Pasif  Galam artian Gisini bukanlah benar-benar 
pasif, tiGak melakukan apapun. Mitra pasif  wajib men\umbangkan kontribusin\a 
berupa Gana Gan juga berbagi tugas Galam kerja walaupun tiGak memegang peranan 
penting.

Mitra pasif  Galam musyarakah memiliki kemiripan Gengan sleeping�partner�Galam 
CV. Biasan\a partner pasif  ini Giwakili oleh dewan Komisaris \ang memiliki peran 
sebagai pemegang saham, pengawas, maupun pembina Galam usaha \ang seGang 
berjalan. Jika sistem \ang berjalan aGalah berbentuk day�to�day�operation, pihak BMT 
tiGak perlu terus menerus beraGa Gi tempat usaha, mungkin bisa menGatangin\a 
sekali seminggu untuk melihat perkembangan atau sekeGar menghaGiri rapat rutin. 
Kemampuan manajerial BMT secara umum lebih tinggi GibanGingkan usaha kecil, 

7Ibid.
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maka pihak BMT sebaikn\a ikut memberikan saran Gan mengambil keputusan atas 
pelaksanaan usaha.

dalam pelaksanaan musyarakah, hampir semua Lembaga Keuangan S\ariah 
salah mengartikan mitra pasif  ini. Mereka memposisikan Girin\a sebagai mitra pasif  
karena tiGak ban\ak tanggungjawab \ang harus Gipikul. Merekahan\a membantu 
pengusaha�dalam�hal�Ànansial�tanpa�ada�pembagian�tugas�kerja�didalamnya.Sikap�
ini menunjukkan tiGak aGan\a penggabungan Galam kerja seperti \ang aGa Galam 
konsep Gasar musyarakah. Pengusaha membutuhkan Gana, untuk mencukupin\a 
memilih solusi “meminjam” Gana Gari lembaga keuangan s\ariah. Hal ini Gapat 
menimbulkan persepsi bahwa bank s\ariah saat ini han\a sekeGar “ganti baju” Gari 
praktik riba bank konvensional. Mungkin secara nama Gan ketentuan tambahan lain 
memang mengikuti aturan s\ariah, namun untuk hal \ang menGasar mereka malah 
tiGak mempraktikkann\a. Hal itu Gilakukan untuk mempermuGah proses kerja 
musyarakah,namun tujuan utaman\a malah tiGak tercapai.

Atas Gasar praktik \ang terjaGi, sangat Gisa\angkan jika konGisi ini terus 
berlangsung tanpa aGa perubahan. Untuk mencapai tujuan Gan praktik secara lebih 
baik, Gisarankan kepaGa BMT “X” untuk Gapat melakukan revisi terhaGap pembagian 
tugas Gan tanggungjawab Gi Galam akaG. Hal terkecil \ang bisa Gilakukan aGalah 
mengubah cara pelaporan penGapatan, \ang biasan\a pemilik usaha \ang menGatangi 
BMT, bisa Giubah menjaGi sebalikn\a. BMT-lah \ang menGatangi tempat usaha, 
sekaligus memantau perkembangan usaha Gan kenGala \ang seGang GihaGapi. BMT 
harus bisa menerapkann\a, jika memang ingin pelaksanaan kerjasama berjalan 
Gi jalur \ang seharusn\a. dengan ini, BMT akan lebih memahami keaGaan usaha 
Gan tiGak perlu timbul ketiGakperca\aan, karena suGah melakukan inspeksi secara 
langsung ke tempat usaha \ang Gikelola mitra aktif.
b. Bagi Hasil

Pembagian bagi hasil Giatur Galam akaG pasal 6 \ang berbun\i: PIHAK 
PERTAMA Gan PIHAK KEdUA setujui untuk membagihasilkan keuntungan sebesar 
«BASIL_UTK_MITRA» (Mitra): «BASIL_UTK_BMT» (BMT) Gari penGapatan 
bersih usaha tersebut \ang akan Giberikan kepaGa PIHAK PERTAMA Gengan cara 
«CARA_SETORAN_BASIL».

Musyarakah Gigunakan Galam setiap kegiatan \ang Gijalankan untuk tujuan 
menghasilkan laba. Karena usaha ini merupakan penggabungan moGal, maka 
setiap pemilik moGal berhak turut serta Galam menentukan kebijakan usaha \ang 
Gijalankan, termasuk Gi Galamn\a mengenai besar penGapatan atau keuntungan 
\ang akan Giperoleh.
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dalam praktik BMT “X”, penentuan besarn\a setoran basil Gitentukan 
berGasarkan permintaan nasabah. Pihak BMT akan memberikan penawaran kepaGa 
nasabah untuk menentukan besar nisbah \ang Giharapkankan. Namun, tiGak 
selalu juga nasabah \ang membuka penawaran atas porsi nisbah, aGakalan\a pihak 
BMT \ang terlebih Gahulu mengajukan nisbah, hal ini Gilakukan apabila nasabah 
men\erahkann\a kepaGa BMT. Apabila besarn\a untuk masing-masing pihak suGah 
sesuai, maka terjaGi kesepakatan Gan akaG pun Gilaksanakan. Namun jika porsi 
\ang Giminta kurang sesuai, maka akan aGa proses tawar menawar hingga terjaGi 
kesepakatan antar keGua belah pihak.

Pertimbangan BMT Galam pembagian nisbah aGalah berGasarkan besar Gana 
\ang Giberikan. PerbanGingan besar nisbah akan sama Gengan kongsi moGal Gari 
keGua belah pihak. Apabila nasabah keberatan Gengan perbanGingan tersebut 
Gikarenakan tenaga kerja Gan asset berasal han\a Gari pihak nasabah, maka nasabah 
berhak untuk mengajukan nisbah \ang lebih besar lagi Gan biasan\a BMT akan 
men\etujui, terutama untuk kenaikan berkisar 10%-20%. Namun apabila permintaan 
nasabah Gi atas 20%, BMT akan mempertimbangkan Gengan terlebih Gahulu melihat 
laporan keuangan selama 6 (enam) bulan atau 1(satu) tahun terakhir. Apabila usaha 
tersebut memiliki potensi Galam menghasilkan laba \ang baik, maka pihak BMT 
akan men\etujui permohonan tersebut. Laba \ang baik Gisini mencakup kestabilan 
usaha Galam memperoleh penGapatan, pelanggan, Gan keperca\aan Galam bekerja 
sama.Apabila penGapatan \ang Gihasilkan tiGak stabil atau tiGak memiliki kenaikan 
\ang berarti, maka BMT akan membuat pro\eksi penghasilan usaha, kemuGian 
membanGingkan porsentase marginn\a Gengan murabahah. Murabahah merupakan 
akaG pembia\aan \ang paling sering Gigunakan Gan keuntungann\alebih pasti. 
Apabila margin musyarakah lebih besar GibanGingkan murabahah maka keputusan 
\ang Giambil aGalah men\etujui nisbah \ang Giajukan. Namun jika marginn\a 
Gibawah murabahah, pihak BMT tiGak berani mengambil risiko \ang mungkin 
terjaGi, sehingga membuat penawaran kembali atas nisbah tersebut.

BerGasarkan pemaparan fakta, terlihat bahwa BMT “X” belum sepenuhn\a bisa 
melakukan pembagian nisbah secara benar menurut aturan s\ariah. di Galam PSAK 
no. 106 paragraf  09 men\atakan: “Keuntungan usaha musyarakah Gibagi Gi antara 
para mitra secara proporsional sesuai Gengan Gana \ang Gisetorkan (baik berupa 
kas maupun non kas) atau sesuai nisbah \ang Gisepakati oleh para mitra. SeGangkan 
kerugian Gibebankan secara proporsional sesuai Gengan Gana \ang Gisetorkan (baik 
secara kas maupun asset non kas)”8.

8Ibid
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PSAK tersebut Gengan jelas mengatakan bahwa Galam membagi nisbah, harus 
memperhitungkan moGal berupa kas maupun non kas. dalam praktik penghitungan 
besaran nisbah, moGal \ang Gigabungkan han\a berupa uang tunai, seGangkan tenaga 
Gan asset Gibebankan kepaGa nasabah. Penilaian atas tenaga Gan asset sesuai Gengan 
PSAK 16 Gan PSAK 19 tiGak pernah Gilakukan. Fakta ini jelas men\atakan bahwa 
Gengan membagi nisbah han\a berGasarkan kas Gapat menimbulkan ketiGakaGilan 
Gan perbuatan Gholim terhaGap nasabah.

PaGa awaln\a, BMT han\a memperhitungkan besaran Gana tunai \ang 
Gimasukkan Galam usaha musyarakah. BMT tiGak langsung men\ertakan moGal 
non kas sebelum Giminta oleh nasabah. Praktik ini tentu seGikit men\impang Gari 
ketentuan \ang seharusn\a, sebab nasabah memiliki kontribusi \ang lebih GibanGing 
BMT. Sebenarn\a nasabah memiliki hak untuk menuntut, namun terkaGang 
nasabah tiGak melakukann\a. Hal ini Gikarenakan kurangn\a pengetahuan atas 
prinsip musyarakah itu senGiri, sehingga hak atas skill Gan asset pun terlupakan. 
Bagi nasabah \ang mengerti, tiGak akan menerima begitu saja tawaran nisbah 
Gari BMT, tetapi meminta Gasar perhitungan \ang Gigunakan BMT. Nasabah bisa 
memulai proses tawar-menawar Gengan memasukkan asset lain non kas Galam 
perhitungan setoran Gana, termasuk asset tiGak berujuG \ang berupa kemampuan 
manajerial nasabah. Penilaian asset non-kas bisa menggunakan Gasar nilai kini atas 
asset (sound�value atau replacement�cost), bukan nilai perolehan. Keberhasilan nasabah 
untuk menGapatkan nisbah \ang besar, sangat tergantung paGa kemampuan 
nasabah Galam mempengaruhi BMT Gan berapa besar pengetahuan nasabah atas 
Girin\a senGiri. BMT sebagai pihak \ang memiliki pengetahuan lebih luas tentang 
kerjasama musyarakah, seharusn\a Gapat menunjukkan hak-hak nasabah Gengan 
mempertimbangkan segala aspek.

PaGa praktik BMT, terGapat alternatif  lain Galam penghitungan nisbah Gengan 
menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumusan tersebut Gigunakan oleh BMT sebagai Gasar pengambilan keputusan 
atas perhitungan nisbah. Jika Gitelusuri, sebenarn\a terGapat kekeliruan Gi Galamn\a 
karena paGa praktik konvensional rumus tersebut biasa Gigunakan untuk menentukan 
laba \ang akan Giperoleh masing-masing mitra. dengan kata lain, secara tiGak 
langsung BMT suGah membuat kepastian tentang jumlah laba \ang Giharapkan Gan 
nasabah harus men\etor tiap bulann\a Gengan jumlah tersebut. Hal ini tentu saja 
tiGak sesuai Gengan prinsip musyarakah \ang mengharamkan spekulasi.
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Penjelasan sebelumn\a, memberikan informasi bahwa pembagian laba antara 
mitra harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menentukan jumlah 
nominal laba \ang menjaGi bagian nasabah ataupun BMT tiGak Giperbolehkan. Total 
laba \ang akan Giperoleh mungkin saja kurang Gari jumlah \ang telah Gitetapkan, 
sehingga mitra \ang lain tiGak bisa memperoleh laba. dengan menentukan laba 
Gi awal, berarti suGah aGa keharusan laba \ang akan Giperoleh mitra Gan ini tiGak 
Giperbolehkan. Besar laba seharusn\a Giketahui ketika penGapatan bersih Giperoleh, 
paGa saat itu pula para mitra mengetahui besar bagi hasil \ang bisa Giterima.

AGa kalan\a nasabah bisa membuat pro\eksi besarn\a laba \ang mungkin 
Giperoleh masing-masing pihak.Pro\eksi Gigunakan ketika mengajukan proposal 
agar permohonan pembia\aan Gisetujui oleh BMT Gan tiGak Gigunakan lagi untuk 
kelanjutan kerjasama. PaGa akhir bulan, ketika suGah Giketahui besar penGapatan 
\ang Giperoleh Gilakukan lagi hitung-hitungan laba bagi masing- masing pihak. 
dalam kasus ini laba \ang Gihitung suGah berupa jumlah, bukan persentase lagi.
Untuk pembagian rugi, BMT “X” tiGak membuat pengakuan atas rugi. Solusin\a, 
mereka tiGak memasukkan rugi \ang terjaGi ke Galam penghitungan total penGapatan 
Galam sebulan, sehingga rugi berGampak paGa jumlah bagi hasil \ang akan Giperoleh 
masing-masing pihak.

Musyarakah tiGak memberikan janji kepastian pengembalian moGal. Usaha 
musyarakah� bersifat� Áuktuatif � menyebabkan� tidak� stabilnya� pendapatan� yang�
Gihasilkan. Hal ini merupakan salah satu alasanBMT untuk menetapkan besarn\a 
laba secara tiGak langsung Gan untuk menghinGari risiko kerugian. Orang \ang 
menanamkan moGal harus berani mengambil risiko untuk rugi. Untuk itu, Giperlukan 
keberanian Galam melakukan usaha \aitu bisamenerima segala kemungkinan 
untung atau rugi Gari hasil usaha.
c. Jaminan

Pasal 7 Gi Galam akaGMusyarakah�BMT “X” berisi tentang jaminan Gan berbun\i: 
“Untuk menjamin kelancaran kerjasama, maka PIHAK KEdUA akan menjaminkan 
barangn\a berupa:

1) «JAMINAN_1»
2) «JAMINAN_2»
Barang tersebut tiGak boleh GipinGah tangankan selama kewajiban PIHAK 

KEdUA belum selesai.”
AkaG musyarakahmerupakan akaG kerja sama. dalam akaG kerja sama terGapat 

penggabungan moGal oleh para mitra \ang kemuGian secara bersama-sama 
menjalankan usaha tersebut,semua pihak mengetahui perkembangan usaha secara 
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n\ata. PaGa konGisi seperti ini, mitra tiGak pun\a alasan untuk tiGak memperca\ai 
mitra lainn\a, karena komunikasi \ang Gibangun Gengan baik Gan rasa perca\a 
akan timbul Gengan senGirin\a. Atas Gasar pertimbangan tersebut, seharusn\a tiGak 
Giperlukan jaminan.

Jaminan biasan\a muncul karena aGan\a ketiGakperca\aan antara pihak-
pihak \ang berhubungan. KetiGakperca\aan terjaGi jika aGa salah satu pihak \ang 
tiGak ikut terjun Galam kegiatan operasional. dalam musyarakah, seharusn\a tiGak 
mengenal kerja sepihak (sleeping� partner)�karena hal ini han\a akan membuatn\a 
iGentik Gengan mudharabah. Namun sangat Gisa\angkan paGa praktikn\a beberapa 
BMT mencampur aGukkan keGua akaG ini Gan mengakibatkan terjaGin\a akaG 
“pemaksaan”. Jika memang BMT tiGak memiliki keperca\aan penuh terhaGap mitra 
Gan menginginkan jaminan, lebih baik langsung menawarkan mudharabah sebagai 
akaG \ang Gigunakan Galam kerja sama. 

Jika keGua pihak tetap berkeinginan untuk memasukkan jaminan ke Galam 
akaG, maka jaminan han\a Giposisikan sebagai tambahan, bukan bagian terpenting 
Galam kerja sama. Jaminan \ang Giberikan pun harus Gari keGua belah pihak sehingga 
beraGa Galam konGisi setara saling menjamin. Bila keGua belah pihak men\eGiakan 
jaminan, maka tinGakan ini Gibenarkan oleh PSAK paragraf  7 \ang berbun\i: “Karena 
setiap mitra tiGak Gapat menjamin Gana mitra lainn\a, maka setiap mitra Gapat 
meminta mitra lainn\a untuk men\eGiakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan 
\ang Gisengaja”. dalam kasus ini, jaminan berlaku jika pihak \ang terlibat bukanlah 
Lembaga Keuangan S\ariah Gengan nasabah, sebab akan sulit menentukan asset 
apa \ang akan Giberikan LKS kepaGa nasabah, sebagai alat penjamin selama masa 
kerjasama.

Fatwa MUI tentang Musyarakah� poin a no. 3 berbun\i: “PaGa prinsipn\a, 
Galam pembia\aan musyarakah tiGak aGa jaminan, namun untuk menghinGari 
terjaGin\a pen\impangan, LKS Gapat menerima jaminan”. Jika Giperhatikan secara 
teliti akan terGapat ketiGaksinkronan Gi Galamn\a.Fatwa tersebut Gi awal kalimat 
men\ebutkan bahwa paGa “prinsipn\a musyarakah tiGak aGa jaminan”. Hal ini secara 
jelas men\atakan bahwa memang tiGak Giperlukann\a alat penjamin selama masa 
akaG, karena aGan\a komunikasi langsung antar mitra Gan rasa perca\a \ang harus 
Gitumbuhkan. Namun paGa kalimat berikutn\a men\atakan “untuk menghinGari 
pen\impangan \ang Gilakukan oleh nasabah” terkesan seolah-olah musyarakah 
merupakan akaG kerja sepihak seperti haln\amudharabah. MenjaGi kurang tepat, jika 
kelanjutan kalimat tersebut Gimasukkan ke Galam fatwa musyarakah \ang berlanGasan 
paGa keperca\aan. Hal inilah merupakanpen\ebab munculn\a pen\impangan 
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Galam praktik musyarakah Gan seharusn\a menjaGi koreksi bagi pihak-pihak \ang 
berkepentingan, agar tiGak lagi menimbulkan kerancuan.

Melihat� kedua� landasan� tersebut,� secara� ÀlosoÀs� dapat� dikatakan� PSAK�
memberikan pern\ataan lebih sesuai Gengan pengertian musyarakah murni 
GibanGingkan Fatwa MUI. PSAK memberi pern\ataan tersebut Galam konGisi keGua 
mitra sama-sama bekerja aktif, sehingga masing-masing mitra memiliki hak untuk 
saling meminta jaminan agar tugas \ang Giamanatkan tiGak Gilakukan secara asal. 
SeGangkan untuk Fatwa MUI senGiri memberi pern\ataan \angmenegaskan bahwa 
kerja musyarakah han\a Gilakukan oleh salah satu mitra, seGangkan mitra lainn\a 
han\a sebagai pen\alur Gana \ang tinggal menunggu hasil tanpa mengetahui jalann\a 
kerja. Inilah \ang membuat keliru Gan bertinGak seperti mudharabah Gan mewajibkan 
aGan\a jaminan.

disarankan kepaGa BMT untuk bertinGak sesuai Gengan konsep atau prinsip 
Gasar musyarakah. Meskipun Gi Galam Fatwa MUI membolehkan aGan\a jaminan 
namun paGa prinsipn\a tiGak. Jika musyarakah merupakan kerjasama maka sebaikn\a 
Gilakukan sebagaimana la\akn\a kerjasama antara Gua pihak \ang bekerja secara 
bersama-sama Gan sebanGing tanpa aGa pihak \ang Gilebihkan atau Gikurangkan. 
dengan itu, maka akan terasa tiGak aGil jika han\a LKS \ang bisa menuntut jaminan 
Gan semakin jelas bahwa pern\ataan fatwa memang tiGak pas karena seharusn\a 
fatwa ini han\a berlaku untuk akaG mudharabah.

Jika muncul rasa was-was Gan tiGak perca\a akan lebih baik kerjasama \ang 
Gijalankan aGalah mudharabah, bukan musyarakah. Namun apabila BMT tetap 
bersikukuh menjalankan musyarakah maka solusi \ang Gapat Giambil aGalah 
memasukkan salah satu staff  ke Galam jajaran perusahaan sebagai pengawas agar 
keGuan\aGapat mengetahui perkembangan kelangsungan usaha \ang seGang 
Gijalankan tanpa menimbulkan kecurigaan antar pihak.
G. Pencatatan Musyarakah
1) Pembia\aanmusyarakah Giakui paGa saat pemba\aran kas atau pen\erahan asset 

non kas kepaGa mitra aktif  musyarakah.
BMT “X” membuat pencatatan 2 tahap karena pemba\aran pembia\aan 

Gilakukan melalui teller ke Galam rekening nasabah. Jurnal \ang Gicatat aGalah sebagai 
berikut.

(a) Ketika permohonan pembia\aan Gisetujui:
 db. Pembia\aan Musyarakah xxx
   Kr. Simpanan   xxx
(b) Ketika kas untuk musyarakah Giambil oleh nasabah melalui teller: 
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 db. Simpanan   xxx
   Kr. Kas    xxx
BMT belum pernah memberikan pembia\aan non kas sehingga tiGak Giketahui 

jurnaln\a. Namun PSAK suGah menjelaskan bahwa investasi non kas akan Giukur 
Gengan nilai wajar asset \ang Giserahkan, kemuGian Gikurangi Gengan beban 
pen\usutan Gan amortisasi keuntungan tangguhann\a.
2) PenGapatan pembia\aan musyarakah Giakui sebagai penGapatan sebesar bagian mitra 

pasif  sesuai kesepakatan. SeGangkan kerugian Giakui sesuai Gengan porsi Gana.
Pencatatan atas bagian bagi hasil \ang Giterima BMT “X”.
db. Kas     xxx
  Kr. PenGapatan Basil Musyarakah xxx
BerGasarkan hasil penelitian, BMT “X” belum pernah menemukan kerugian 

penuh Galam satu bulan, sehingga belum memiliki gambaran pengakuan seperti apa 
\ang akan Gicatat. Walaupun begitu, BMT seharusn\a suGah mempun\ai akun \ang 
mengakui terjaGin\a rugi. Begitupun Gengan kerugian \ang terjaGi per hari, BMT 
juga tiGak membuatkan pencatatan atasn\a. BMT han\a mengakui penGapatan-
penGapatan \ang Giperoleh per hari, untuk Giakumulasikan Gan kemuGian Gikalikan 
Gengan besar nisbah bagiann\a. Ken\ataan ini tiGak sesuai Gengan pern\ataan 
Galam PSAK 106 tentang kerugianmusyarakah \ang men\atakan bahwa kerugian 
Gibebankan secara proporsional sesuai Gengan Gana \ang Gisetorkan (baik berupa 
kas maupun non-kas).

Biasan\a tinGakan \ang Gilakukan atas kasus ini aGalah menGiskusikan Gengan 
nasabah mengenai pen\ebab terjaGin\a kerugian. Jika rugi \ang Giperoleh tiGak 
mempengaruhi jalann\a kerjasama, maka tiGak aGa pengakuan terhaGap rugi. 
Akan tetapi jika rugi sangat Gominan maka akan GiaGakan mus\awarah untuk 
menGapatkan solusi terbaik bagi keGua pihak.

disarankan kepaGa BMT “X” untuk Gapat memulai melakukan pencatatan 
atas rugi. Jurnal \ang Gapat mewakili pengakuann\a aGalah sebagai berikut.

db. Kerugian Bagi Hasil Musyarakah xxx
 Kr. Pembia\aan Musyarakah  xxx

3) Jurnal \ang terjaGi ketika pengembalian moGal kepaGa BMT Gi akhir akaG 
aGalah sebagai berikut.
db. Kas     xxx
 Kr. Pembia\aan Musyarakah  xxx
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Apabila Gi akhir akaG nasabah belum bisa melunasi moGal pokok \ang Giberikan 
BMT, maka Gilakukan rescheduling�Gengan cara memperpanjang Gan membuat akaG 
baru Gengan ketentuan \ang sama seperti akaG pembia\aan sebelumn\a. Hal ini kurang 
sesuai Gengan ketentuan PSAK \ang men\ebutkan bahwa “Investasi musyarakah 
\ang belum Gikembalikan oleh mitra aktif  Giakuisebagai piutang”. dalam kasus ini 
BMT “X” tiGak pernah membuatkan akun piutang Galam musyarakah. Biasan\a jika 
terjaGi seperti itu keban\akan nasabah akan kabur tanpa mengembalikan Gana \ang 
telah Gigunakan selama akaG berlangsung. Oleh karena itu, BMT “X” lebih memilih 
memperpanjang akaG sehingga risiko terjaGin\a kecurangan akan lebih kecil.

D. PENUTUP

BerGasarkan Gata \ang telah Gianalisis, Gapat Giambil kesimpulan sebagai 
berikut:
a. BMT “X” belum sepenuhn\a bisa mengimplementasikan akaG musyarakah 

Gengan baik.
b. TerGapat beberapa poin Gi Galam PSAK 106 \ang tiGak searah Gengan isi fatwa 

MUI nomor 08.
c. Untuk pengakuan Gan pencatatan akuntansi berupa jurnal-jurnaln\a suGah 

sesuai Gengan PSAK no. 106..
Sejalan Gengan temuan penelitian ini, Giperlukan beberapa kebijakan antara 

lain: Pembuatan ulang pembagian tugas Gan tanggungjawab Gi Galam akaG, 
penghapusan jaminan selama akaG berlangsung, karena tiGak sesuai Gengan Gasar 
musyarakah, \akni pencampuran Gan keperca\aan, penentuan besar nisbah harus 
memasukkan intangible� asset-n\a nasabah, revisi GiGalam poin Fatwa dSN-MUI 
Gan PSAK agar tercipta keselarasan antara keGuan\a. KetiGaksselarasan ini Gapat 
Gitemukan Galampoin mengenai jaminan Gan poin kerja. 
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